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Abstrak
 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok pokok Agraria UUPA bertujuan

untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam tujuan memberikan jaminan kepastian hukum maka

dilaksanakan pendaftaran tanah yang hasil akhir kegiatannya berupa Sertipikat. Pelaksanaan pendaftaran

tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN /Kantor Pertanahan pada tingkat kota yang

memiliki tugas pemerintahan di bidang pertanahan. Sertipikat merupakan bentuk keputusan yang bersifat

beschikking yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang

berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Dalam Pendaftaran di Propinsi Riau khususnya Kota

Pekanbaru dikenal alat bukti bawah tangan berupa alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR yang

merupakan bukti peralihan hak bagi pemegangnya.

Masalah yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah berupa tumpang tindih antara alas hak atas tanah dan

Sertipikat dimana dalam penerbitannya terdapat cacat administrasi seperti permasalahan yang diangkat

dimana terhadap tanah dengan alas hak Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR diatasnya terbit Sertipikat Hak

Milik Nomor 566/Desa Umban Sari seluas 17.000 m yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Permasalahan penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat

yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. sengketa dapat dilihat dari peran tugas dan fungsi dari

Badan Pertanahan Nasional BPN serta penyelesaian sengketa administratif pertanahan. Penerbitan sertipikat

yang tidak sesuai dengan prosedur yang cermat dan teliti mengakibatkan cacat administrasi dalam

penerbitan Sertipikat, yang menyebabkan pembatalan penerbitan sertipikat yang bersangkutan.

......Law Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Law UUPA aimed at providing legal certainty guarantee.

In a purpose to provide the legal certainty guarantee then the land registrasion is performed which its

activity final result is in form of a Certificate. Implementation of the land registrasion is performed by the

Badan Pertanahan Nasional BPN Head of Land Office on city level having governmnetal duties in land

affairs. The certificate represents a form of decision beschikking in nature issued by Land Office as the

Official of the State Administration serving as a solid evidence. In the Registration in Riau Province,

particularly Pekanbaru Municipality known as a privately made evidence known as privately made evidence

in form of the base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR which represents an evidence of transfer

of right for its bearers.

The issues is frequently happened in the land registration in form of overlapping between the base of right

on land and Certificate where in its issuence there is an administrative defect such as issues raised where

toward the land with base of right of Surat Keterangan Ganti Rugi SKGR upon it Property Certificate Right

Number 566 Desa Umban Sari was issued of area 17.000 m issued by the Land Office Pekanbaru. The
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problem dealt by the author in examining the isuse by using reserach method which is normative juridical by

library reserach. Dispute can be seen from the role of duties and function of the Badan Pertanahan Nasional

BPN and the settlement of land administrative disputes. The issuance of certificate whic is not in compliance

with the thorough and careful procedure resulting in the administrative defect in the issuance of Certificate,

leading to the cancellation in the issurance of the certificate concerned. 


